PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Joglo Jogja Tanggal: 16 Maret 2026 Halaman: 2

Hari: Senin

Danais Pendidikan di KotaRp o

Buntut Efisiensi Keistimewaan (Danais) yang efisiensi hingga menjadi Statistik (BPS) RI. dalam merespons persoalanini. angka Kartu Satuan Jaminan pendidikan namun tidak
tahun ini Rp 0 alias tidak ada. setengahnya, namun saat ini “DTSEN ini berbeda SesuaiPasal34UUD 1945dan Pemulihan Sosial (KSJPS) yang  masuk dalam desil satu hingga

Anggaran Kepala Dinas Pendidikan, justru tidak ada sama sekali ~penetapannya dengan DTKS. regulasi Hubungan Keuangan mencapai 44 ribu jiwa akibat lima.” tegas Darini.
Pemuda, dan Olahraga untuk realisasi anggaran tahun Untuk DTSEN, pemutakhiran antara Pemerintah Pusat ketidaksesuaian data. Celah Persoalan ini menjadi
YOGYAKARTA, Joglo Jogja gDindikpora) Kota Yogyakarta  2026," ujar Budi pekan lalu. dilakukan secara periode tiga dan Pemerintahan Daerah hukum jika terjadi kondisiluar ~ perhatian serius bagi warga,
- Pemangkasan anggaran Budi Santosa Asrori Kepala Dinas Sosial Tenaga  bulan sekali oleh BPS. Kami  (HKPD), pemerintah daerah biasa (force majeure) dalam terutama orang tua murid
transfer ke daerah (TKD) mengungkapkan, efisiensi Kerja dan Transmigrasi mendorong optimalisasi memiliki tanggung jawab penyaluran bantuan yang menggantungkan

berdampak serius terhadap
dunia pendidikan di Kota
Yogyakarta. Dari mulai
tumpang tindih Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS)
dan Data Tunggak Sosial

anggaran memperumit
intervensi pemerintah daerah.
Salah satunya p k

Dinsosnakertrans) Kota
ogyakarta Maryustion
T jelaskan,terdapat

peran operator kelurahan
melalui sistem SIK-NG untuk

signifikan Dana Keistimewaan
(Danais) untuk sektor
pendidikan pada tahun

perbedaan mekanisme antara
dua basis data tersebut.
DTSEN merupakan data

i warga yang ingin
mengajukan perubahan data,”
jelas Maryustion.

Anggota Komisi D DPRD

konstitusional.

. “Tanggung jawab untuk
mencapai wajib belajar 13 tahun
tidak akan bisa tercapai bila kita
tidak memberikan diskresi
untuk kebijakan tersebut,” tegas

“Diharapkan pasca
pertemuan ini, Bagian Hukum
dapat mengkaji celah hukum
terkait permasalahan tumpang
tindih data DTSEN tersebut
agar kewenangan daerah

biaya sekolah pada bantuan
pemerintah. Kejelasan validasi
data diharapkan dapat
memberikan kepastian bagi
mereka yang terdampak agar
tetap bisa melanjutkan jenjang

Ekonomi Nasional (DTSEN). anggaran 2026. kompilasi yang lebih dinamis ~ Kota Yogyakarta Tri Waluko Dodo, sapaan akrabnya. dapat digunakan untuk pendidikan tanpa terkendala
Sampai masalah pendanaan “Untuk Danais 2025 bagian  karena dimutakhirkan secara Widodo mengingatkan, Anggota Komisi D Endro membantu warga miskin birokrasi administratif. (eri/
bersumber dari Dana pendidikan,dariawal terdampak berkala oleh Badan Pusat pentingnya i daerah  Sulak i, lonjakan  yang membutuhkan bantuan amd/wa)
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